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PERATURAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

NOMOR PK.01/BPSDMP-2019
TENTANG .

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA
PERGURUAN TINGGI DI BAWAH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pencegahan perilaku koruptif dan
tindak pidana korupsi, telah ditetapkan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Antikorupsi di Perguruan Tinggi;
b. bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan adalah unit kerja Eselon I Kementerian
Perhubungan mempunyai fungsi menyelenggarakan

penyusunan teknis, rencana, dan program
pengembangan sumber daya manusia di bidang
transportasi;

c. bahwa untuk keseragaman penyelenggaraan Pendidikan
Antikorupsi pada Perguruan Tinggi di bawah
Kementerian Perhubungan, perlu ditetapkan Peraturan
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Antikorupsi pada Perguruan Tinggi di bawah
Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);



Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang
Sumber Daya Manusia Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden 40 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 795); .

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun
2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Transportasi;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 /PMK.05/2018
tentang Perubahan atas Peraturan Mentei Keuangan
Nomor 190/PMK.05/2012  tentang Tata Cara
Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1024);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA
PERGURUAN TINGGI DI BAWAH KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi pada Perguruan Tinggi
di bawah Kementerian Perhubungan dilaksanakan dengan
memasukkan materi pendidikan antikorupsi pada Mata
Kuliah Wajib Umum (MKWU) Pendidikan Kewarganegaraan,
Kuliah Umum Antikorupsi dan Sosialisasi Antikorupsi.



Pasal 2

Materi Pendidikan Antikorupsi dimasukkan dalam MKWU
Pendidikan Kewarganegaraan dan disampaikan kepada
Peserta Didik dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

(1)

(3)

(1)

capaian pembelajaran yaitu agar Peserta Didik memiliki
pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang cinta
tanah air dan bangsa sebagai Warga Negara Indonesia
dan mampu dan memahami serta menerapkan perilaku
antikorupsi sebagai bentuk rasa nasionalisme,
tanggungjawab pada bangsa dan negara dengan
menerapkan kaidah-kaidah Pancasila dan UUD 1945;

standar kompetensi:

1) memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik
tentang tindak pidana korupsi dan perilaku
koruptif;

2) memiliki kemampuan dalam memahami bahaya
laten korupsi yang ada di lingkungan sekitar;

3) memiliki kesadaran dan kemampuan untuk
menjauhi tindak pidana korupsi, perilaku koruptif,
serta menerapkan perilaku antikorupsi dalam
kehidupan sehari-hari.

Pasal 3

Kuliah Umum Antikorupsi dilaksanakan oleh masing-
masing Perguruan Tinggi dengan melibatkan
narasumber yang kompeten dari instansi yang terkait
dengan Pendidikan Antikorupsi.

Kuliah Umum Antikorupsi dilaksanakan secara
periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sekurang-
kurangnya sebanyak 3 (tiga) Jam Pelajaran.

Perguruan Tinggi yang lokasinya berdekatan dapat
melaksanakan Kuliah Umum Antikorupsi secara
bersama-sama.

Pélsal 4

Peserta Didik yang telah mengikuti Kuliah Umum
Antikorupsi harus menyusun ringkasan materi untuk
dilaporkan dan mendapatkan Sertifikat Kehadiran.

Sertifikat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menjadi salah satu syarat untuk mengikuti Ujian
Akhir Semester (UAS).



Pasal 5

(1) Sosialisasi Antikorupsi merupakan implementasi dari
materi Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari
pada Perguruan Tinggi di bawah Kementerian
Perhubungan.

(2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memberikan
sosialisasi nilai-nilai antikorupsi baik melalui kegiatan
belajar mengajar maupun dalam perilaku sehari-hari.

Pasal 6

(1) Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi.

(2) Pimpinan Perguruan Tinggi harus melaporkan
Pendidikan Antikorupsi yang telah dilaksanakan secara
berkala kepada instansi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pembelajaran dan
kemahasiswaan dengan tembusan kepada Kepala Pusat
Pengembangan SDM Perhubungan.

Pasal 7

(1) Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan
melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pendidikan antikorupsi sebagaimana
dimaksud padaayat (1), dilaporkan oleh Kepala Pusat
kepada Kepala Badan Pengembangan SDM
Perhubungan. :

Pasal 8

Pendidikan Antikorupsi bagi para peserta didik di Perguruan
Tinggi di bawah Kementerian Perhubungan dilaksanakan
paling lambat pada saat dimulainya Tahun Akademik

2020/2021.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Kepala
Badan ini dibebankan pada anggaran masing-masing
Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Pasal 10

Dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi harus
memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dan menghindari konflik kepentingan (conflict of
interest) serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 11
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktoker 2019




